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TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA

DAN PEMBERDAYAAN MASY.^P^AEC^T DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI JEPARA,

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan
adanya Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberda3^aan Mas3^arakat Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi JawaTengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5673);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
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Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pedoman Teknis Pen3rusunan Peraturan
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor
57);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);



13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018
Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan
Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor
59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi
adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rum ah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang
membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan
dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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8. Perdesaan adalah kawasan keija sama an tar Desa
untuk pengembangan usaba, kegiatan
kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan
ketertiban.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besamya kemakmuran masyarakat Desa.

10. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan
yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang
pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan priori tas
kebutuhan masyarakat Desa.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang
dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, ha-k asal usul, dan adat istiadat
Desa.

13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintah Desa adalah Petinggi atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
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anggaxan pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.

19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup
manusia dan penanggulangain kemiskinan.

20. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan
Desa untuk percepatan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

21. Pendataan Desa adalah proses penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi
data SDGs Desa, yang memuat data objektif
kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset
dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan
untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa,
masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunalcan sebagai bahan rekomendasi
penyusunan program dan kegiatan Pembangunan
Desa, serta data dan informasi terkait lainnya
yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.

22. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan
data kewilayahan dan data kewargaan di Desa
yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi atau Kabupaten serta dilakukan
secara terpadu dengan mendayagunakan
fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras,
jaringan, dan sumber daya manusia untuk
disajikan menjadi informasi yang berguna
dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan
kebijakan strategis Pembangunan Desa.

23. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana

yang memuat kebijakan strategis dan tahapan
pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun
2030.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah
dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Keija Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah
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Kabupaten/ Kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah.

27. Aset Desa adalah barang milik Desa 3'^ang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh
atas beban anggaran pendapatan dan belanja
Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

28. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa
yang meliputi sumber day a alam dan
lingkungan hidup, sumber daya manusia,
sumber daya sosial dan budaya, sumber daya
ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat
diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh
Desa menjadi sumber daya pembangunan yang
dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah,
dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APR Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

31. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

32. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat Desa.

33. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
menyelenggarakan tungsi adat istiadat dan
menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

34. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
unsur masyarakat.

35. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas
pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan
dan pengembangan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan
Desa, dan keija sama Desa untuk mendukung
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pencapaian SDGs Desa.
36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalab

anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa
dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk
menumbuhkan, mengembangkan, dan
menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya,
dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

37. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang
didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-
Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar- besamya kesejahteraan masyargikat
Desa.

38. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi, organisasi
kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber
keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

Pasal 2

(1) Pedoman umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dimaksudkan
untuk memberikan acuan bagi:
a. Masyarakat Desa;
b. Pemerintah Desa;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. Tenaga Pendamping Profesional; dan
e. Pihak Ketiga.

(2) Pedoman umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman dalam:
a. Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

Desa;
c. Fasilitasi Pembangunan Desa;
d. Pengembangan keija sama Desa;
e. Pengembangan keija sama Desa dengan

pihak ketiga; dan
f. Fasilitasi penanganan bencana alam

dan/ataubencana non alam.

Pasal 3

Pedoman umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas

Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan
Pembangunan Desa;



b. Mempertajam arali kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa yang sesuai dengan
kondisi objektif Desa;

c. Memfokuskan arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs
Desa;

d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi
masyarakat dalam Pembangunan Desa;

0. Meningkatkan swadaya dan gotong royong
masyarakat;

f- Mengonsolidasikan kepentingan bersama;
g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa; dan

h. Meningkatkan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai
dengan kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, meliputi:
a. Kemanusiaan;
b. Keadilan;

c. Kebhinekaan;
d. Keseimbangan alam; dan
e. Kepentingan nasional.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :
a. Arah kebijakan Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Mas^'^arakat Desa;
b. Pembangunan Desa;
c. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
d. Pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan

pembinaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 6

(1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Pen^msunan dan penyelarasan arah kebijakan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

r?!
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Pasal 7

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
a^'^at (l)bertujuan untuk mewujudkan:
a. Desa tanpa kemiskinan;
b. Desa tanpa kelaparan;
c. Desa sehat dan sejahtera;
d. Pendidikan desa berkualitas;
e. Keterlibatan perempnan desa;
f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
h. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
i. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
j. Desa tanpa kesenjangan;
k. Kawasan permukiman desa am an dan nyaman;
I. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
m. Desa tanggap perubahan iklim;
n. Desa peduli lingkungan laut;
o. Desa peduli lingkungan darat;
p. Desa damai berkeadilan;
q. Kemitraan untuk pembangunan desa; dan
r. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa

adaptif.

Pasal 8

(1] Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif
Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi
Desa.

(2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah
Desa, BPD dan masyairgikat Desa dalam
menentukan arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa, serta program dan/atau
kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 9

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 paling lama bulan
Desember tahun 2030.

Pasal 10

(1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 diukur dengan
melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan
Sistem Informasi Desa.

(2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petinggi
dengan melibatkan mas3'^arakat Desa.

(3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKP Desa.
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Pasal 11

(1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk
menyusun:

a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan
Desa; dan

b. program dan/atau kegiatan prioritas
Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan
SDGs Desa.

(2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang
membutuhkan data dan informasi tentang Desa.

(3) Pemerintah Daerab dapat mengakses data SDGs
Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa

berskala kabupaten.

Pasal 12

(1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs
Desa oleh Petinggi.

(2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Sasaran SDGs Desa;
b. Kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
c. Permasalahan dan solusi dalam upaya

pencapaian SDGs Desa;
d. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian

SDGs Desa; dan
0. Rancangan program dan/atau kegiatan

Pembangunan Desa.
(3) Petinggi memasukan data dan informasi

mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam
Sistem Informasi Desa.

(4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi
Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di

kabupaten untuk digunakan dalam
merumuskan program dan/kegiatan
pembangunan daerah yang difokuskan pada
upaya mewujudkan SDGs Desa.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah, pemerintah daerah provinsi,
Kementerian, dan kementerian / lembaga
pemerintah nonkementerian menginformasikan
kepada Desa mengenai program dan/atau
kegiatan pembangunan masuk Desa untuk
percepatan pencapaian SDGs Desa.

(2) Pemerintah Daerah menginformasikan program
dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa
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untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui
dashboard SDGs Desa di kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

(3) Pemerintah Desa menuangkan informasi
mengenai program dan/atau kegiatan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ke dalam format daftar rencana program
dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem
Informasi Desa.

(4) Format daftar rencana program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan
tahapan:
a. Pendataan desa;
b. Perencanaan pembangunan desa;
c. Pelaksanaan pembangunan desa; dan
d. Pertanggungjawaban pembangunan desa.

Bagian Kedua
Pendataan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa.

(2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (l)dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Pendataan Desa tahap awal; dan
b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

(3) Hasil Pendataan Desa taliap awal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data
dasar SDGs Desa.

(4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang
memuat data kewnlayahan dan data kewargaan
untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.

(5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem
Informasi Desa yang disiapkan Kementerian yang
menangani Desa untuk diubah menjadi data
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digital.
(6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada

ay at (1) dapat difasilitasi oleh:
a. Perangkat Daerah Kabupaten yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. Tenaga Pendamping Profesional;
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

dan/atau
d. Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 16

(1) Pemerintah. Desa dalam melaksanakan Pendataan
Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok
keija Pendataan Desa.

(2) Petinggi membentuk kelompok keija Pendataan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

(3) Kelompok keija Pendataan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pembina yang dijabat oleh Petinggi;
b. Ketua yang dipilih oleh Petinggi dengan

mempertimbangkan kemampuan dan
keahlian;

c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
unsur masyarakat Desa lainnya.

(4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pendidikaii, tokoh seni
dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
buruh tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
buruh nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
e. Organisasi atau kelompok perempuan;
f. Forum anak, serta pemerhatidan

perlindungan anak;
g. Perw^akilan kelompok masj'^arakat miskin;
h. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
i. Kader kesehatan;
j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
1. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi
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objektif Desa.
(5) Komposisi kelompok keija Pendataan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 17

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) hnmf a
merupakan sensus partisipatoris.

(2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan
seluruh warga Desa secara inklusif.

(3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. menjadi anggota kelompok keija Pendataan

Desa;
b. memberikan jawaban yang benar, lengkap

dan akurat kepada kelompok keija
Pendataan Desa; dan/atau

c. memberikan masukan perbaikan tentang data
SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi
Desa.

(4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan
perbaikan mengenai data SDGs Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dengan cara:
a. membandingkan antara data SDGs Desa di

Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif
yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga,
dan/atau keluarga; dan

b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di

Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif
yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga,
dan/atau keluarga.

(5) BPD menyampaikan kepada Petinggi masukan
perbaikan mengenai data SDGs Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Petinggi memperbaiki data SDGs Desa dalam
Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) didanai dengan
Dana Desa atau sumber lain yang sah.

(2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Dana pembekalan;
b. Dana transportasi;
c. Dana konsumsi;
d. Pembelian atau sewa telepon genggam dengan

spesifikasi paling rendah random access
memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan
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64 (enam puluh empat) gigabyte-,
e. Pulsa internet bulanan; dan
f. Dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa

dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Paragraf 3

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 19

(1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan
terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Petinggi.

Paragraf 4

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SGDs Desa

Pasal 20

(1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Petinggi berkewajiban mengelola data SDGs Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. Menetapkan data dasar di Sistem Informasi
Desa;

b. Merawat dan melindungi data SDGs Desa;
c. Melakukan pemutakhiran data SDGs Desa;

dan

d. Menetapkan data SDGs Desa hasil
pemutakhiran pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa dengan mengacu pada
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perencaxiaan pembangunan kabupaten.
(2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ay at (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya
pencapaian SDGs Desa.

(4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur
masyarakat Desa.

(5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
a. Perangkat Daerah Kabupaten yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat desa;

b. Tenaga Pendamping Profesional;
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Pihak ketiga.

Pasal 22

(1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
a. pen^^sunan RPJM Desa; dan
b. penynsunan RKP Desa.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara beijangka
meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun; dan
b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
humf a ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Petinggi.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disusun pada bulan Juli tahun beijalan
dan ditetapkan paling lambat akhir bulan
September tahun beijalan.

(5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pasal 23

(1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) paling sedikit berupa
pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.

(2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
data dan informasi yang tertuang dalam Sistem
Informasi Desa.

(3) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana
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dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif
dan inklusif dengan melibatkan semua warga
Desa melalui kelompok diskusi terpimpin
dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok
masyarakat, rukun tetangga/rukun warga,
dusun dan Desa.

(4) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
kepada BPD dan/atau Petinggi.

(5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara
perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 24

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
a. Mengikuti seluruh tahapan Perencanaan

Pembangunan Desa;
b. Menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara

lisan atau tertulis;
c. Mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa

individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang
Desa;

d. Mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan
Desa; dan

e. Memelihara dan mengembangkan nilai
permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan,
dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Paragraf 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 25

RPJM Desa memuat:

a. Visi dan misi Petinggi;
b. Arab kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs
Desa; dan

c. Rencana program dan/atau kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemas^'^arakatan, dan
pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada
upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 26

(1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan memperhatikan arah kebijakan
perencanaan pembangunan kabupaten,
keberpihakan kepada warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, lansia.
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masyarakat adat, serta kelompok marginal dan
rentan lainnya.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan
kegiatan yang meliputi:
a. Pembentukan tim pen3rusun RPJM Desa;
b. Pencermatan basil penyelarasan arab

kebijakanPerencanaan Pembangunan Desa;
c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
d. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk

membabas rancangan RPJM Desa;
e. Penyelenggaraan Musyawarab Desa untuk

membabas, menyepakati dan menetapkan
RPJM Desa; dan

f. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa
kepada masyarakat oleb Pemerintab Desa
melalui media dan forum pertemuan Desa,

Pasal 27

(1) Petinggi mempersiapkan penyusunan rancangan
RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun
RPJM Desa.

(2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pembina yang dijabat oleb Petinggi;
b. Ketua yang dipilib oleb Petinggi dengan

mempertimbangkan kemampuan dan
keablian;

c. Sekretaris yang ditunjuk oleb ketua tim; dan
d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
unsur masyarakat Desa lainnya.

(3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
padaayat (2) buruf d antara lain :
a. Tokob adat, tokob agama, tokob

masyarakat, tokob pendidikan, tokob seni
dan budaya, dan keterwakilan kewilayaban;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
burub tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
burub nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
e. Organisasi atau kelompok perempuan;
f. Fbrum anak, serta pemerbati dan

perlindungan anak;
g. Perwakilan kelompok masyarakat mi skin;
h. Kelompok berkebutuban kbusus atau difabel;
i. Kader kesebatan;
j. Penggiat dan pemerbati lingkungan;
k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
1. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan desa sesuai kondisi objektif
desa.

(4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berjumlab ganjil paling sedikit 7
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(tujuh) orang dan paling banyak 11 orang.
(5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit
30% perempuan.

(6] Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibentuk paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Petinggi dilantik dan ditetapkan
dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 28

Tim pen3rusun RPJM Desa bertugas:
a. Menyusun rancangan RPJM Desa; dan
b. Memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan

RPJM Desa.

Pasal 29

Pencermatan basil penyelarasan arah kebijakan
Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:
a. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
dan

b. Mempel^'ari dan mengkaji daftar rencana
program dan kegiatan yang masuk ke Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 30

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan
RPJM Desa.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. Sistem Informasi Desa; dan
b. Pencermatan basil penyelarasan arab

kebijakan Pembangunan Desa.
(3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) memuat:
a. Visi dan misi Petinggi terpilib;
b. Tipologi Desa sebagai arab kebijakan

Perencanaan Pembangunan Desa;
c. Prioritas program dan/atau kegiatan

Pembangunan Desa yang difokuskan pada
upaya pencapaian SDGs Desa;

d. Lokasi program dan/atau kegiatan;
e. Perkiraan volume;
f. Sasaran/manfaat;
g. Waktu pelaksanan per tabun anggaran;
h. Perkiraan jumlab dan sumber pembiayaan;

dan

1. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi:
swakelola, padat kaiya tunai desa, keija sama
antar Desa, dan/atau keija sama dengan
pibak ketiga.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan
RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disampaikan oleh tim pen3aisun
RPJM Desa kepada Petinggi.

Pasal 31

(1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas
dan men^^epal^ati rancangan RPJM Desa.

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Penyelenggara musyawarah perencanaan
pembangunan desa adalah petinggi;

b. Musyawarah perencanaan pembangunan desa
diikuti oleh pemerintah desa, bpd, dan
unsur perwakilan masyarakat desa;

c. Petinggi berkewajiban memastikan kehadiran
undangan dari unsur masyarakat; dan

d. Warga desa atau kelompok masyarakat selain
keterwakilan unsur masyarakat yang
diundang oleh petinggi berhak menghadiri
musrenbang desa.

(3) Unsur perwakilan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain :
a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni
dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
buruh tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
buruh nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
0. Organisasi atau kelompok perempuan;
f. Forum anak, serta pemerhati dan

perlindungan anak;
g. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
h. Kelompok berkebutuhan tousus atau difabel;
1. Kader kesehatan;
j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
1. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan desa sesuai kondisi objektif
desa.

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara
terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs
Desa.

(5) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), membahas:
a. Visi dan misi Petinggi terpilih;
b. Pokok pikiran BPD;
c. Program dan/atau kegiatan pembangunan desa

yang diusulkan masyarakat Desa;
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d. Prioritas program dan/atau kegiatan
Pembangunan
Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi
Desa;dan

e. Rancangan RPJM Desa.
(6) Pelaksanaan Musrenbang Desa dalam situasi

khusus seperti bencana alatn, bencana non alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau
kerusuhan sosial , dapat dilaksanakan sebagai
berikut :

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD,
dan unsur perwakilan masyarakat Desa
dengan jumlah yang terbatas sesuai ketentuan
yang berlaku ketika teijadi situasi khusus.

b. Hasil pembahasan Musrenbang Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
dinyatakan sah.

Pasal 32

(1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang
pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan
dalam Berita Acara.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh Petinggi, Ketua BPD dan
Seorang perwakilan masyarakat Desa.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa
disampaikan oleh Petinggi kepada BPD.

(4) Petinggi menginformasikan kepada masyarakat
Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media
publikasi lainnya.

(5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa
menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk
membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM
Desa.

(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pembahasan rancangan RPJM Desa;
b. Penetapan rancangan RPJM Desa melalui

berita acara musyawarah Desa; dan
c. Pengesahan dokumen RPJM Desa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan
unsur masyarakat.

(4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) antara lain :
a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh
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masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni
dan budaya, dan keterwakilan kewilayaban;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
buruh tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
buruh nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
e. Organisasi atau kelompok perempuan;
f. Forum anak, serta pemerhati dan

perlindungan anak;
g. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
h. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
i. Kader kesehatan;
j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
1. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan desa sesuai kondisi objektif
desa.

(5) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ay at (2) huruf b ditandatangani
oleh Petinggi, ketua BPD, anggota BPD dan
seorang perwakilan masyarakat Desa.

(6) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
dengan penandatanganan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa oleh Petinggi dan Ketua BPD.

(7) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam
penyusunan RKP Desa.

(8) Petinggi menginformasikan kepada masyarakat
Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui
Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi
lainnya.

(9) Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam situasi
khusus seperti bencana alam, bencana non alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau
kerusuhan sosial , dapat dilaksanakan sebagai
berikut :

a. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah
Desa, BPD, dan unsur perwakilan
masyarakat Desa dengan jumlah yang terbatas
sesuai ketentuan yang berlaku ketika teijadi
situasi khusus.

b. Hasil pembahasan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a
dinyatakan sah.

Perubahan RPJM Desa

Pasal 34

(1) Petinggi dapat mengubah RPJM Desa, dalam hal:
a. Teijadi peristiwa khusus, seperti bencana

alam, bencana non alam , krisis politik, krisis
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ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan

pemerintah, pemerintah daerah provinsi
dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam
Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(3J Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam situasi khusus
seperti bencana alam, bencana non alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan
sosial , dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Musyawarah Desa perubahan RPJM Desa

diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan
unsur perwakilan masyarakat Desa dengan
jumlah yang terbatas sesuai ketentuan yang
berlaku ketika terjadi situasi khusus.

b. Hasil pembahasan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dinyatakan sah.

Paragraf 3

Rencana Keija Pemerintah Desa

Pasal 35

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui
tahapan:
a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
b. Pencermatan dan penyelarasan rencana

kegiatan dan pembiayaan Pembangunan
Desa;

c. Pencermatan ulang RPJM Desa;
d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar

usulan RKP Desa;
e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan

RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
f. Musyawarah Desa pembahasan dajti

pengesahan RKP Desa dan daftar usulan
RKP Desa.

Pasal 36

(ij RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan
mempedomani dokumen RPJM Desa, serta
memperhatikan:
a. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(1);
b. Informasi perkiraan pendapatan transfer

desa dariPemerintah Kabupaten;
c. Daftar rencana program dan kegiatan yang

masuk ke desa yang ada di dalam sistem
informasi desa;
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d. Usulan masyarakat desa tentang program
dan/atau kegiatan pembangunan desa untuk
pencapaian SDGs Desa;

0. Berita acara musyawarah an tar desa terkait
kesepakatan antar desa untuk bekeijasama
mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan

f. Dokumen peijanjian keija sama desa dengan
pihak ketiga untuk bekeija sama
mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

(2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Dana desa;
b. Alokasi dana desa;
c. Dana bagi basil pajak dan retribusi;
d. Bantuan keuangan pemerintah daerah

provinsi; dan
e. Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37

(1) Petinggi mempersiapkan penyusunan rancangan
RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP
Desa.

{2] Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pembina yang dijabat oleh Petinggi;
b. Ketua yang dipilih secara musyawarah

mufakat dengan mempertimbangkan
kemampuan dankeahlian;

c. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. Anggota berasal dari perangkat desa, Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat Desa lainnya.

(3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d antara lain :
a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni
dan budaya, dan keterwakilan kewdlayahan;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
buruh tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
buruh nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
e. Organisasi atau kelompok perempuan, forum

anak,pemerhati dan perlindungan anak;
f. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
g. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
h. Kader kesehatan;
1. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
j. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
k. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan desa sesuai keadaan desa.
(4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berjumlah ganjil paling sedikit 7
(tujuh) orang dan paling banyak 11 orang;

(5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana



24-

dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit
30% (tiga puluh per seratus) perempuan.

(6) Tim pen3aisun RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk paling lambat bulan
Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan
Keputusan Petinggi.

Pasal 38

(1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk
men3msun rancangan RKP Desa dan daftar usulan
RKP Desa,

(2) Penjmsunan rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a. Pencermatan dan penyelarasan rencana
kegiatandan pembiayaan Pembangunan Desa;

b. Pencermatan ulang RPJM Desa;
c. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar

usulan RKP Desa; dan
d. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain

teknisdan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 39

(1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan
masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa
disusun berdasarkan basil pencermatan dan
penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan
yang masuk ke Desa.

(2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang
akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP
Desa disusun berdasarkan:

a. Perkiraan pendapatan asli Desa;
b. Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. Pagu indikatif alokasi Dana Desa yang

merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten;

d. Perkiraan bagian dari basil pajak daerab
dan retribusi daerab kabupaten;

e. Rencana bantuan keuangan dari anggaran
pendapatan dan belanja daerab provinsi;

f. Rencana bantuan keuangan dari anggaran
pendapatan belanja daerab kabupaten; dan

g. Sumber keuangan Desa lainnya yang sab dan
tidak mengikat.

(3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi
Desa.
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Pasal 40

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada
Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan
yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) melalui penerbitan dokumen yang
sah.

Pasal 41

(1) Dalam hal teijadi keterlambatan penyampaian
informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif
pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
a. Penerbitan surat pemberitahuan kepada

Petinggi; dan
b. Pembinaan dan pendampingan kepada

Pemerintah Desa untuk mempercepat
pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Desa.

(2) Dalam hal penerbitan surat pemberitahuan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
terjadi keterlambatan maka Pemerintah Desa
dapat menggunakan pagu anggaran tahun
sebelumnya.

(3) Percepatan pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan paling
lambat pada tanggal 31 Desember tahun beijalan.

Pasal 42

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan
ulang RPJM Desa.

(2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Mencermati arah kebijakan perencanaan

pembangunan desa;
b. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan

pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun
anggaran berikutnya yang tertuang dalam
dokumen RPJM Desa;

c. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian
SDGs desa;

d. Mencermati daftar usulan masyarakat desa
perihal program dan/atau kegiatan
pembangunan desa untuk pencapaian SDGs
desa; dan

0. Mencermati rencana keija sama an tar desa
dan/atau keija sama desa dengan pihak ketiga
yang difokuskan pada upaya pencapaian
SDGs desa.

(3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat data dan
informasi mengenai:
a. Daftar prioritas usulan rencana program

dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk
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1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
b. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah

berdasarkan tujuan SDGs Desa;
c. Daftar rencana keija sama an tar Desa; dan
d. Daftar rencana keija sama Desa dengan

pihak ketiga.
(4) Data dan informasi basil pencermatan ulang RPJM

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimasukkan dalam format basil pencermatan
RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Pasal 43

Tim penynsun RKP Desa melaksanakan penyusunan
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang
memuat:

a. Daftar rencana program dan kegiatan yang
masuk keDesa;

b. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan
Pembangunan Desa; dan

c. Data dan informasi basil pencermatan RPJM
Desa.

Pasal 44

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tabun

sebelumnya;
b. Rencana kegiatan dan rencana anggaran

biaya;
c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran

Desa yang dikelola oleb Desa;
d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran

Desa yang dikelola melalui keija sama an tar
Desa dan pibak lain;

e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran
Desa yang dikelola oleb Desa sebagai
kewenangan penugasan dari pemerintab
pusat, pemerintab daerab provinsi, dan
Pemerintab Kabupaten; dan

f. Tim Pelaksana Kegiatan.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b
untuk kerja sama antar Desa disusun dan
disepakati bersama para Petinggi yang melakukan
keija sama antar Desa.

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP
Desa yang tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Pemerintab Desa dapat mengusulkan prioritas
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program dan kegiatan Pembangunan Desa dan
Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten.

(2) Tim pen3rusun RKP Desa menyusun usulan
prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita
acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 46

(1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan
rancangan RKP Desa kepada Petinggi untuk
diperiksa dengan dilengkapi Berita Acara.

(2) Dalam hal Petinggi tidak menyetujui rancangan
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Petinggi meminta tim penyusun RKP Desa untuk
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP
Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di
luar basil kesepakatan tim RKP Desa.

(3) Dalam hal Petinggi menyetujui rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Petinggi meminta BPD menyelenggarakan
Musyawarab Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 47

(1) Petinggi menyampaikan daftar usulan RKP Desa
kepada Bupati melalui camat sebagai usulan
kegiatan basil partisipatif di Desa untuk
perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat pada tanggal SlDesember tahun beijalan.

(3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa
tentang basil pembahasan daftar usulan RKP
Desa.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP
Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 48

(1] Petinggi melaksanakan Musrenbang Desa untuk
membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.

(2] Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan
unsur masyarakat.

(3] Unsur perwakilan mas3''arakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) antara lain :
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a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni
dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
buruh tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
buruh nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
e. Organisasi atau kelompok perempuan;
f. Forum anak, serta pemerhati dan

perlindungan anak;
g. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
h. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
i. Kader kesehatan;
j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
1. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan desa sesuai kondisi objektif
desa.

(4) Petinggi memastikan kehadiran keterwakilan
unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.

(5) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain
unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat menghadiri Musrenbang Desa.

(6) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan selain unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada
Peraturan Menteri j'^ang mengatur mengenai
Musyawarah Desa.

(7) Pelaksanaan Musrenbang Desa dalam situasi
khusus seperti bencana alam, bencana non alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau
kerusuhan sosial , dapat dilaksanakan sebagai
berikut :

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD,
dan unsur perwakilan masyarakat Desa
dengan jumlah yang terbatas sesuai ketentuan
yang berlaku ketika teijadi situasi khusus.

b. Hasil pembahasan Musrenbang Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
dinyatakan sah.

Pasal 49

(1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) membahas dan menyepakati:
a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian

SDGs Desa yang merujuk pada Sistem
Informasi Desa;

b. Rancangan RKP Desa terkait dengan
pembidangan program dan kegiatan beserta
sumber pendanaannya; dan

c. Prioritas program dan/atau kegiatan 3'^ang
difokuskan pada upaya mewujudkan
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pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan
dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Dalam pembaliasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian
SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian
SDGs Desa.

(3] Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan
berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan
basil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang
merujuk pada Sistem Informasi Desa.

(4] Basil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan
rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita
acara.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditandatangani oleh Petinggi, ketua BPD dan
seorang perwakilan masyarakat Desa.

(6) Berita Acara basil sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan oleb Petinggi kepada BPD.

(7] Petinggi menginformasikan kepada masyarakat
Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media
publikasi lainnya.

Pasal 50

(1) BPD difasilitasi oleb Pemerintab Desa
menyelenggarakan Musyawarab Desa untuk
membabas, menetapkan dan mengesabkan RKP
Desa.

(2) Pembabasan dan pengesaban Rencana Keija
Pemerintab RKP Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l)meliputi:
a. Pembabasan rancangan RKP Desa;
b. Penetapan rancangan RKP Desa melalui berita

acara Musyawarab Desa; dan
c. Pengesaban dokumen RKP Desa.

(3) Musyawarab Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleb Pemerintab Desa, BPD dan
unsur masyarakat.

(4) Unsur perwakilan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) antara lain :
a. Tokob adat, tokob agama, tokob

masyarakat, tokob pendidikan, tokob seni
dan budaya, dan keteru^akilan kewilayaban;

b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau
burub tani;

c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau
burub nelayan;

d. Organisasi atau kelompok perajin;
0. Organisasi atau kelompok perempuan;
f. Forum anak, serta pemerbati dan

perlindungan anak;
g. Perwakilan kelompok masyarakat mi skin;
h. Kelompok berkebutuban kbusus atau difabel;
1. Kader kesebatan;
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j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
k. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
1. Organisasi sosial dan/atau lembaga

kemasyarakatan desa sesuai kondisi objektif
desa.

(5) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ay at (2) huruf b ditandatangani
oleh Petinggi, Ketua BPD, Anggota BPD dan
Seorang perwakilanmasyarakat Desa.

(6) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan
penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
oleh Petinggi dan Ketua BPD.

(7) Petinggi menginformasikan kepada masyarakat
Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui
Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi
lainnya.

(8) Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam situasi
khusus seperti bencana alam, bencana non alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau
kerusuhan sosial , dapat dilaksanakan sebagai
berikut :

c. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah
Desa, BPD, dan unsur perwakilan
masyarakat Desa dengan jumlah yang terbatas
sesuai ketentuan yang berlaku ketika teijadi
situasi khusus.

d. Hasil pembahasan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
dinyatakan sah.

Pasal 51

(1) Format data dan informasi tentang rencana
pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Format daftar prioritas usulan rencana program
dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan
masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan
SDGs Desa, daftar rencana keija sama an tar Desa,
dan daftar rencana keija sama Desa dengan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Perubahan RKP Desa

Pasal 52

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. Teijadi peristiwa khusus, seperti bencana
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alam, bencana non alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah kabupaten.

(2) Dalam hal teijadi perubahan RKP Desa
dikarenakan teijadi peristiwa khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Petiriggi
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

yang mempunyai kewenangan terkait dengan
kejadian khusus;

b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam
RKP Desa yang terkena dampak teijadinya
peristiwa khusus;

c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai
rencana kegiatan dan RAB; dan

d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(3) Dalam hal teijadi perubahan RKP Desa
dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Petinggi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan dokumen perubahan

mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Kabupaten;

b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam
RKP Desa 3'^ang terkena dampak teijadinj'^a
perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten;

c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai
rencana kegiatan dan RAB; dan

d. Men3rusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 53

(1) Petinggi menyelenggarakan Musyawarah Desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan
pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP
Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan
teijadinya peristiwa khusus dan/atau teijadinya
perubahan mendasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1).

(3) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam situasi khusus
seperti bencana alam, bencana non alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan
sosial , dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Musyawarah Desa perubahan RKP Desa

diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan
unsur perwakilan masyarakat Desa yang
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jumlah yang terbatas sesuai ketentuan yang
berlaku ketika teijadi situasi khusus.

b. Hasil pembahasan MusyawaraJn Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dinyatakan sah.

(4) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa
perubahan.

(5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan
APB Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

(1) Petinggi mengoordinasikan pelaksanaan
Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan
APB Desa.

(2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola
dengan cara:
a. Pendayagunaan swadaya dan gotong royong

masyarakat desa;
b. Pendayagunaan penyedia jasa/barang;

dan/atau
c. Padat karya tunai desa.

(3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah
Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau
jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4} Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahapan:
a. Persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan

desa; dan
b. Pelaksanaan kegiatan pembangLinan Desa.

Paragraf 2

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa

Pasal 55

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:
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a. Penetapan Pelaksana Kegiatan;
b. Pen3nasunan rencana keija;
c. Sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
d. Pembekalan Pelaksana Kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas

pelaksanaan kegiatan;
f. Penyiapan dokumen administrasi;
g. Pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
h. Pengadaan tenaga keija; dan
i. Pengadaan bahan/material.

Pasal 56

(1) Petinggi menetapkan daftar Pelaksana Kegiatan
Pembangunan Desa dengan Keputusan Petinggi.

(2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan dapat
dibantu dari unsur masyarakat Desa.

(3) Dalam hal Pelaksana Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri,
Petinggi mengganti Pelaksana Kegiatan.

Pasal 57

Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) bertugas membantu Petinggi dalam
tahapan persiapan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 58

(1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 menyusun rencana keija bersama
Petinggi.

(2) Rencana keija sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memuat:
a. Uraian kegiatan;
b. Biaya;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Lokasi;
0. Kelompok sasaran;
f. Tenaga keija; dan
g. Daftar pelaksana kegiatan.

Pasal 59

(1) Petinggi melakukan sosialisasi dan publikasi
dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana
keija kepada masyarakat.

(2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
a. Musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan

desa;
b. Sistem informasi desa;
c. Papan informasi desa; dan
d. Media lain sesuai kondisi desa.
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Pasal 60

(1) Petinggi dapat mengkoordinasikan pembekalan
Pelaksana Kegiatan.

(2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
melaluiblmbingan teknis.

(3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis
sebagaimana dimaksud pada aya.t (2), Pemerintah
Desa dapat meminta bantuan pihak lain.

(4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. Perangkat Desa;
b. Pelaksana Kegiatan ;
c. Para pihak yang terkait dengan pengadaan

barang dan jasa;
d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
0. Unsur masyarakat Desa.

(5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban

anggaran dan kegiatan;
b. Pengadaan barang dan jasa;
c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

lokaJ;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

dan

e. Pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 61

(1] Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan
penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan
Petinggi.

[2] Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. Rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
b. Administrasi keuangan;
c. Daftar masyarakat penerima manfaat;
d. Pemyataan kesanggupan pihak ketiga dalam

menyelesaikan pekeijaan;
e. Peralihan hak melalui hibah dari warga

masyarakat kepada pemerintah desa atas
lahan atau tanah 3'^ang menjadi aset desa yang
terkena dampak kegiatan pembangunan desa;

f. Jual-beli antara warga masyarakat dan desa
atas lahan/tanah yang terkena dampak
kegiatan pembangunan desa;

g. Pemyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman
yang terkena dampak kegiatan pembangunan
desa; dan

h. Pembayaran ganti rugi atas bangunan
pribadi dan/atau tanaman yang terkena
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dampak kegiatan pembangunan desa.

Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia,
sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada
di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-
royong masyarakat.

Pasal 63

(1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di
Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
paling sedikit meliputi:
a. Pendataan kebutuhan tenaga keija;
b. Pendaftaran calon tenaga keija;
c. Pembentukan kelompok keija;
d. Pembagianjadwal keija: dan
0. Penetapan besaran upah dan/atau honor.

(2) Penetapan harga satuan barang dan jasa di desa
berpedoman pada peraturein Bupati mengenai
harga satuan pengadaan barang dan jasa
Kabupaten.

(3) Dalam hal harga satuan barang dan jasa
Kabupaten belum ditetapkan atau nominal harga
satuan barang dan jasa di desa tidak sesuai dalam
Peraturan Bupati, maka harga satuan diatur
dalam Peraturan Petinggi mengenai penetapan
harga satuan barang dan jasa di Desa melalui
survei harga satuan setempat.

Pasal 64

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa
dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit
meliputi:
a. Pendataan jenis dan potensi material lokal;
b. Pendataan kebutuhan material atau bahan yang

diperlukan;
c. Penentuan material atau bahan yang disediakan

daridesa;
d. Penentuan cara pengadaan material atau bahan;

dan

e. Penentuan harga material atau bahan.

Pasal 65

Pendayagunaan swadaya dan gotong royong
masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
a. Pendataan dan penghimpunan uang atau dana,

bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari
swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;

b. Pendataan hibah atas tanah atau lahan dari
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masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
c. Pembentukan kelompok tenaga keija sukarela; dan
d. Penetapan jadwal keija.

Pasal 66

(1) Padat kaiya tunai Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dikelola dengan
ketentuan:

a. Pekeija diprioritaskan bagi penganggur,
setengah penganggur, perempuan kepala
keluarga, anggota keluarga miskin, serta
anggota masyarakat marginal lainnya;

b. Besaran anggaran upala keija sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

c. Pembayaran upah keija sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaskud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Padat karya ekonomi produktif; dan
b. Padat kaiya infrastruktur produktif.

(3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga
keija dalam jumlah besar antara lain:
a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan

pangan;

b. Restoran dan wisata desa;
c. Perdagangan logistik pangan;
d. Perikanan;
e. Petemakan;
f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk

pangan; dan
g. Usaha ekonomi produktif lainnya.

(4) Padat kaiya infrastruktur produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain
infrastruktur yang menyerap tenaga keija dalam
jumlah besgir, berupa:
a. Sarana prasarana produksi dan pengolahan

hasil usaha pertanian dan/atau perikanan
untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
berskala produktif;

b. Sarana dan prasarana jasa serta usaha
industri kecildan/atau industri rumahan;

c. Sarana dan prasarana pemasaran;
d. Sarana dan prasarana transportasi;
e. Sarana dan prasarana desa wisata;
f. Sarana dan prasarana desa digital; dan
g. Sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 67

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa
merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan
atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman
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yang ada diatasnya yang terkena dampak kegiatan
Pembangunan Desa.

(2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan
dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan
dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan
adil.

(3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

(4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam
peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti
rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.

(5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka
perlindungan hak masyarakat miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bagian dalam komponen rencana anggaran dan
biaya kegiatan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 68

Petinggi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
palingsedikit meliputi:
a. Rapat keija pelaksanaan kegiatan;
b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan;
c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. Penanganan pengaduan dan penyelesaian

masalah;
e. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan;

dan

g. Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 69

(1) Petinggi menyelenggarakan rapat keija
pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. Pengaduan masyarakat;
c. Permasalahan, kendala, hambatan dan

penanganannya;

d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya;
dan

e. Perubahan kegiatan.

(2) Rapat keija sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai kebutuhan mengikuti
perkembangan pelalcsanaan kegiatan.

Pasal 70

(1) Petinggi mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa dengan cara:
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a. Memeriksa dan menilai sebagian dan/atau
seluruh proses dan hasil pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Desa; dan

b. Melakukan pemantauan dan supervisi
kegiatan sesuai dengan karakteristik
dan / atau j enis kegiatan.

(2] Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian
dilakukan dalam 3 (tiga) tabapan kegiatan
penilaian danpemeriksaan meliputi:
a. Persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi

fisik 0% (nol persen);
b. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada

kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
c. Akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik

100% (seratus persen).
(3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu
oleh tenaga pendamping profesional.

(4j Tenaga pendamping profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian
dan pemeriksaan kepada Petinggi.

Pasal 71

(1) Petinggi mengkoordinasikan perubahan
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa.

(2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan
di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal teijadi:
a. Peristiwa khusus seperti bencana alam,

bencana non alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial;

b. Kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
c. Kelangkaan bahan material.

(3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
ketentuan:

a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang
ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber
dari swadaya masyarakat, bantu an pihak lain,
dan/atau bantu an keuangan dari pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten;

b. Penyesuaian volume kegiatan disesuaikan
dengan pagu anggaran yang ada;

c. Tidak mengganti jenis kegiatan yang
ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika
kegiatan:
1. Sudah tidak relevan dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat Desa; atau
2. Terdapat peristiwa khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a.
d. Tidak melanjutkan kegiatan sampai

perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui
oleh Petinggi.
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(4) Dalam hal Pelaksana Kegiatan tidak menaati
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Petinggi dapat menghentikan proses pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 72

(1) Petinggi memimpin rapat keija untuk membahas
dan menyepakati perubahan pelaksanaan
kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi perubahan gambar desain dan
perubahan rencana anggaran biaya.

(3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Petinggi.

Pasal 73

(1) Petinggi mengkoordinasikan penanganan
pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
paling sedikit meliputi kegiatan:
a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat atau

sarana pengaduan lainnya;
b. Menganalisis pengaduan;
c. Penetapan status masalah;
d. Penanganan masalah; dan
e. Penyelesaian dan penetapan penyelesaian

masalah.

(2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
b. Mengadministrasikan bukti pengaduan.

(3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi
dan teknis prosedural maupun dugaan masalah
pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
a. Mengutamakan penyelesaian masalah di

tingkat pelaksana kegiatan dan desa;
b. Menginformasikan kepada masyarakat desa

perkembangan penyelesaian masalah;
c. Dapat melibatkan masyarakat desa dalam

pen^'^elesaian masalah;
d. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

dengan memperhatikan kearifan lokal desa;
dan

e. Menyusun berita acara hasil penyelesaian
masala.h.

Pasal 74

(1] Petinggi bekeija sama dengan Pelaksana Kegiatan,
BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam
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penanganan penyelesaian masalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).

(2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan
secara mandiri oleh Desa, Petinggi dan/atau BPD,
maka Petinggimelaporkan kepada C am at.

(3) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan
oleh Cam at maka dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 75

(1) Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Uraian kegiatan;
b. Belanja biaya;
c. Pencapaian target waktu pelaksanaan;
d. Lokasi;
e. Jumlah kelompok sasaran;
f. Jumlah dan jenis tenaga keija; dan
g. Daftar pelaksana kegiatan.

(3) Pelaksana Kegiatan memasukan laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi
Desa.

(4) Petinggi mengesahkan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran
dana kegiatan yang dituangkan dalam format
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan
Desa dilaksanakan dengan cara:

a. Melakukan pendataan hasil kegiatan
pembangunan yang perlu dilestarikan dan
dikelola pemanfaatannya;

b. Dapat membentuk kelompok, meningkatkan
kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan
hasil kegiatan pembangunan desa;

c. Mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan
keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa.
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Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 77

(1) Berdasarkan hasil laporan Pelaksana Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1),
Petinggi menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa dalam Musyawarab Desa.

(2) Petinggi menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan memberikan tanggapan atas
masukan peserta Musyawarab Desa.

(3) Musyawarab Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan bersamaan dengan
penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa dari Petinggi.

(4) Masyarakat Desa memberikain tanggapan dan
masukan atas laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimalcsud pada ayat (2).

(5) BPD menyusun berita acara basil Musyawarab
Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 78

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleb:
a. Desa;

b. Pemerintab pusat dan/atau pemerintab daerab;
dan

c. Pihak lain.

Pasal 79

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan
oleb Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
buruf a dilakukan sesuai kewenangan
berdasarkan bak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleb:
a. Pemerintab desa;
b. BPD;
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c. Lembaga kemasyarakatan desa;
d. Lembaga adat desa;
0. Badan usaha milik desa;
f. Badan keija sama antar desa;
g. Pelaksana yang disepakati dalam hal keija

sama desa dengan pihak ketiga;
h. Kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
1. Unsur masyarakat individual dan/atau

kelompok masyarakat.

Pasal 80

Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
huruf b dilakukan sesuai dengan
kewenangannya dan dapat dibantu pendamping
profesional.

Pasal 81

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 huruf c merupakan wujud peran serta
masyarakat sipil dalam Pendampingan Desa.

(2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Lembaga profesional;
b. Asosiasi profesi;
c. Organisasi masyarakat sipil;
d. Lembaga swadaya masyarakat;
e. Perguruan tinggi dan/atau lembaga

pendidikan lain;
f. Organisasi kemasyarakatan, termasuk

organisasi keagamaan, organisasi sosial,
organisasi kepemudaan, organisasi wanita
organisasi atau kelompok seni budaya; dan

g. Perusahaan dan/atau badan usaha lain.

Bagian Kedua

Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desameliputi:
a. Pengembangan kapasitas masyarakat dan

Pemerintahan Desa dalam Pembangunan
Desa;

b. Peneerakan hak dan kewaiiban Desa serta

masyarakat Desa;
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c. Penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
d. Penguatan budaya Desa adaptif.

Paragraf 2

Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan
Pemerintahan Desadalam Pembangunan Desa

Pasal 83

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 huruf a dilaksanakan melalui:

a. Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
b. Penyuluhan; dan
c. Pendampingan desa.

Pasal 84

(1) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a
difokuskan pada peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap mengenai upaya
pencapaian SDGs Desa dengan materi
pembelajaran mengenai:
a. Kebijakan SDGs Desa;
b. Pendataan Desa;
c. Sistem Informasi Desa;
d. Tata kelola Pemerintahan Desa;
c. Tata kelola Pembangunan Desa; dan
f. Alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.

(2) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. Pelatihan dalam kelas;
b. Pembelajaran mandiri;
c. Komunitaspembelajar berupa kelompok belajar

dan/atau kelompok diskusi;
d. Mentoring;
0. Sekolah lapang;
f. Studi banding;
g. Pemagangan;
h. Pembelajaran jarak jauh; dan
1. Cara pembelajaran lainnya sesuai kondisi

objektifdesa.

Pasal 85

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 huruf b difokuskan pada peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai
upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. Ceramah;
b. Simulasi;
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c. Praktek lapang; dan
d. Cara pen3ailuhan lainnya yang sesuai kondisi

objektif desa.

Pasal 86

(1) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 huruf c difokuskan pada
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Pendampingan kepada Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengelola kegiatan Pendataan Desa,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Pembangunan Desa, keija sama antar Desa,
dan keija sama Desa dengan pihak ketiga
serta pembentukan dan pengembangan
badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa Bersama difokuskan pada
upaya pencapaian SDGs Desa;

b. Pendampingan Desa untuk berpartisipasi
aktif dalam Pembangunan Desa difokuskan
pada upaya mewujudkan SDGs Desa; dan

c. Meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa
dan kualitas partisipasi masyarakat Desa
melalui mentoring, pembelajaran secara
mandiri, dan/atau pembelajaran melalui
komunitas pembelajar.

Paragraf 3

Penegakan Hak dan Kew^iban Desa serta
Masyarakat Desa

Pasal 87

(1) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 huruf b difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa.

(2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. Pengembangan paralegal;
b. Bantu an hukum;
c. Advokasi kebijakan;
d. Pengembangan akuntabilitas sosial;
e. Pengembangan keterbukaan informasi

pembangunan desa; dan
f. Pengembangan jurnalisme warga.
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Paragraf 4

Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Pasal 88

(1) Penguatan kelembagaan Desa dinamis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Penguatan kelembagaan Desa dinamis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. Ketalianan sosial masyarakat Desa dan
perdesaan;

b. Kaderisasi masyarakat Desa;
c. Advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
d. Konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
e. Penguatan keija sama antar Desa, keija sama

Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan
sosial.

Paragraf 5

Penguatan Budaya Desa Adaptif

Pasal 89

(1] Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf d difokuskan pada
upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Pengembangan modal sosial budaya Desa

dan perdesaan;
b. Pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
c. Swakelola Pembangunan Desa;
d. Pemajuan kebudayaan Desa;
e. Pemberdayaan masyarakat adat;
f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat

dan budaya; dan
g. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan

Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN
PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 90

(1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
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a. Pemantauan partisipatif; dan
b. Pemantauan teknokratis.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada a3'^at (1)
dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaein Masyarakat Desa agar
beijalan secara efektif dan efisien sesuai target
waktu, target realisasi keuangan dan target
realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian
SDGs Desa.

Pasal 91

(1] Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
masyarakat Desa.

(2] Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD.

Pasal 92

(1) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
Pemerintah Kabupaten.

(2) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan sistem peringatan dini
secara digital dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Dalam hal teijadi peringatan dini oleh Sistem
Informasi Desa dikarenaikan pelaksanaan
program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mencapai target waktu, target realisasi biaya
dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan:
a. Pemerintah Kabupaten, dengan dibantu

pendamping profesional, memfasilitasi
Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan
untuk mempercepat pelaksanaan program
dan/atau kegiatan;

b. Pemerintah Desa bersama Pelaksana Kegiatan
melakukan percepatan pelaksanan program
dan/atau kegiatan Pembangunan Desa; dan

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 93

(1) Evaluasi dilakukan dengan cara:
a. Evaluasi Pembangunan Desa; dan
b. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk mengendalikan laju
pencapaian SDGs Desa.
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Pasal 94

(1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 a3'^at (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan Pernerintali Kabupaten.

(2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem
pen'ngatan dini secara digital dalam Sistem
Informasi Desa.

(3) Dalam hal teijadi peringatan dini sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikarenakan teijadi
pelambatan laju pencapaian SDGs Desa,
Pemerintah Kabupaten, dengan dibantu
pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah
Desa dan Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat
laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan
Desa.

Pasal 95

(1) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
huruf b dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten.

(2) Hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
umpan balik untuk:
a. Peningkatan kualitas pendampingan;
b. Input merumuskan kebijakan dan regulasi

ten tang desa;
c. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
d. Peningkatan usaha ekonomi produktif yang

dikelola badan usaha milik desa/ badan usaha
milik desa bersama;

e. Resolusi konflik; dan
f. Pengembangan program dan atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.
(3) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara antara lain:
a. Kunjungan dinas/pengamatan langsung;
b. Diskusi dengan masyarakat desa dan

perangkat desa;
c. Riset, studi/kajian, dan survei;
d. Evaluasi digital berbasis sistem informasi

desa;
e. Publikasi; dan/atau
f. Pengaduan dan keluhan masyarakat.

(4) Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan
Mas^^arakat Desa sebagaimana dimalcsud pada
ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui
Sistem Informasi Desa dan media publikasi
lainnya.
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Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 96

(1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
a. Pengawasan partisipatif; dan
b. Pengawasan teknokratis.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pasal 97

(1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
masyarakat Desa.

(2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan
kineija pengelola Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu:
a. Petinggi;
b. Perangkat desa;
c. Kelompok keija pendataan desa;
d. Tim penjmsun RPJM Desa;
0. Tim penyusunan RKP Desa;
f. Para pihak yang terkait pengadaan barang dan

jasa di desa; dan
g. Pelaksana kegiatan.

(3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya
kinerja pengelola Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan,
masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi
secara langsung kepada BPD dan/atau
menyampaikan aspirasi secara tidak langsung
melalui kotak pengaduan atau sarana pengaduan
lainnya.

Pasal 98

(1) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
pengawas fungsional pada perangkat daerah
Kabupaten.

(2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksd
pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
a. Pengawasan kineija; dan
b. Pengawasan ketaatan administrasi.

(3) Pengawasan kineija sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan
menggunakan sistem peringatan dini secara
digital dalam Sistem Informasi Desa.
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(4] Dalam hal teijadi peringatan dini dikarenakan
rendahnya kineija pengelola Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan
tindakan yaitu Pemerintah Kabupaten dengan
dibantu pendamping profesional, memfasilitasi
para pengelola Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk
meningkatkan kineija; dan

(5j Pengawasan ketaatan administratif secara
teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan oleh aparat pemeriksa
internal Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 99

(1) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Penyediaan panduan Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Monitoring dan mentoring bagi Pemerintah

Desa, BPD dan masyarakat Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM
Desa dan RKP Desa yang sudah ada dan sedang
beijalan, untuk disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini paling lambat dua tahun
tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Bagi Petinggi yang memiliki sisa masa jabatan
kurang dari 2 (dua) tahun, tidak perlu melakukan
perubahan RPJM Desa dan RKP Desa.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetaliuinya, memerintalikan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 Juli 2021

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 JUli 2021

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIAMDI

SEKRETARIS H KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR .?.?



51

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR ;39 tahun 2021

TANGGAL :21 Juli 2021

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATANYANG MASUK KE DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGLATAN YANG MASUK KE DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

No Bidang
Nama Program /

Kegiatan

Pemerintab f

Pemda Prov /

Pemda Kab

(Kementerian /

Meoduku

ng SDGs

Desa Ke-

Tahun

Pclaksana

an

Lokasi

Kegiatan

(Dusun/RT

/RWl

Volum

e

Satua

n

Total Pagu

Dana (Rp)

a b c d e / g h J

1 Pemerintahan Desa

Penguatan Kapasitas

Perangkat Desa

Pemerintah

{Kemendagrii
18 1.2 Desa 5 Orang

5,000,000

2 Pembangunan Desa

Pembangunan
Jembatan Pemda Prov (PU)

9 3

3 nbinaan Kemasyaraka

Pelatihan Kamtibmas
Pemda Kab (Kesbangi

16 1,2,3,4,5,6

4 mberdayaan Masyeiral

Pelatihan

Keterampilan

PertanUin Pemda Kab iDistani

8, 10 2

5

Penanggulangan

Bencana. Keadaan

Darurac dan

Mendesak Desa

Mengeiabui.

Petinggi
Desa , tanggal

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Judul Kolom Diisi Dengan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Nama Program / Kegiatan

d
Pilih Salah Satu dari Pemerintah / Pemda Prov / Pemda Kab

iNamaKementerian / OPDl

e SDGs Desa ke

f Tahun Pelaksanaan

R Lokasi Kegiatan RT / RW / Dusun

h Jumla Output

I Satuan Output

Total anggaran yang dipeig^unakan

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANHI
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR ; 39 TAHUN 2021

TANGGAL;21 JULI 2021

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
FORMAT RAN'CANCAK RPJM DESA

DESA

KECAMATAti

KABUPATES

FR0V»S1

RANCAKaAN RPJM DESA

TAHCN

WMawg J Jeixil

Kegiauin

Xftcn pT(q;rasi

Kegialan

Mendukur^giData Ekaitting Tahun
SDGa K<- ! Ke-0

Target Capoian TaSiua Ke 1 E Lukaa:

(RT/R\V;

Duauni

Prakiraflit

Volume &

SaiuBjt

Waktu Pelakwinan iTahua Ke |
Pnkinian Biaya dan

Sumber Pembiayaan

PoU MakiAnflai:

(Svmkftbia /

K^QAMOM Antar

D«u .<
J 3 ■1 i 6 1 2 A 4 S 6

Jiimlah

iHot
Suiuber

a b c. d e  ' / A f 1 k ! n n 0 P 0 r a I  1 u T

1
Penyelex^garaan

hmerintahan
Desa

a 1
b.
c.

d. 1
1

L 1

JuciUh Per Bidang 1 1

1
Peotianguruta

Den

g 1 1 1

b.

1
d. 1
e.

1 t
h. 1

1 >
Junlih Per Bidaag }

i
Pembinaan

Kcij»)-iuiliaun

1
1

1 1 \
; [ '

1 1 1
i i

Jiuninh Per BidAiii; 2 ) i f

4
Peuiberdavanii

Ma^arakai

i

JuolAh Per Bidug * 1

S
Bencaaa. Keaxlaait

Oarurat dan

Uer.deuk Oeu

1

d. i
• himliih PsrBidaiKS

JUWIAH TOTAL 1

Mengeuhui:
PetingV'

Tinggil.
DUunm cieh:

Tim Penyiuun RPJM D«»

Judul Koiota Dliai D«non
a Neoor Btdanc
b
Q Penomoran Keaiatan

d N'ajxiA Pro cram / Keaiatan

e SDCt Den ke

f
Data Ejuiati:^ ipatia uhus beijalani lerkail SDGs Dew
yang diasaar oieh t^rugrtuu / kegsatan
Target tapeJae 'abn-i t*e 1

h TaraeteBCajtn tahun ke 2
: Taigei ntpaian tahun ke i

Target apoian tahun ke 4
k Tantetcaoaian tahun kc S
I Taneet f-hua go 6

m ! nkaai keet««»n ITT .* RW / IXuun

n Junilah Otnsut tk Saman
0

Waktu pehkanaan loJiun ke 1 liai dcngan cenlanti)
Waktu oe>b>*~*'<'ahuii ke 2 liai tlenaan cenionei

r Waktujielakianaan tahun ke J lisi dengan reniang)
Waktu pclakxaoaaa tahim ke 4 liai dengan centang)

t Waktu pdafcienaan tahun ke s nsi dengan cestang)
u Waktu pdtkaanaan tahun ke d lia; dengan rentangj
r blmlah Biava

w
Sumber Maya |PAD«(/OD/ADD, BHPD'RD/BK
PrOTi'BKKab.'lain lain

N
Saaltdda / Rer>awma Antar Dew ! Keriaafima Pihak
k'eliea

BUPATI JEPARA,

DIAN ^RISTIAM)!
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JULI 2021

FORMAT BERITA ACARA BASIL KESEPAKATAN

DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN

RPJM DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANAGAN RPJM DESA

BERITA ACARA

Berkaltan dengan
Kabupaten/Kota

pelaksanaan kegiatan di Oesa.

Provinsi pada :
Kecamatan.

Harl daii Taiiggal

Jam :

Tempat :

lelah diadakan kegiatan yang telali dihadiri oleh wakil-v.'Eikil kelompok. dusun dan tokoh
masyarakat, serta nnsior Iain yang terkait Desa sebagaimana tercantum daiam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibalias, serta yang beioindak selau unsur pinipinan rapat dan narasumber dalam membahas
kegiatan stdalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musjrawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah
Notulen

Narasumber

Unsur Peserta

dari

dari

1  dari

2  dari

3  dan seteiusnya dari

1  dari

2  dari

3  dan seterusnya dari

Setelah dilakukan pembahasan terbadap materi, selanjutnya seluruh peserta iimsyaWi'arah Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan meru'adi kesepakatan akhir setelab dilakukan pembahasan dan diskusi,
selanjutnya seluruh peserta mtisyawsurah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :
1

2

3

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting .
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggrungjawab agar dapatdipei^unakan

Tanggal

Mengeiahui Ketua BPD

Kepala Desa

Wakil Masyarakat

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 39

TANGGAL : 21

TAHUN 2021

JULI 2021

OESA

KEC.AMATAK

KABUPATEN

PROVJN-SI

FORMAT RANCANGAN RKP DESA
FORilAT aAKCAKC.\N RKP DESA

TAHUN;

No
BidangJenia

Kegtaian
Jenia lAgiama Uendukung SOCt Ke-

Dau Eksisting

Tahun Beijalan
Targei Capaian

Tahun 20....
Lokaai

Volume &

Satuan

Penerjna

Manlaal

Waktu

Pelaktanaan

Biaya dan Sumber

Pembtayaan

Pela

Pelaksanann

(Svakelola

Keijaaama
Antar Deta /

Kerjaaama

Pilutk Kedgnl

Jumlah iRpf Sumber

a b c d e f * I m n

I

Penyelenggaraan

Pemeristahan

Desa

a.

b.

c.

d.

e.

f.

U-

Jumlah Par Bidanc 1

2
PemUmgunan

Data

a.

b.

c.

d.

e.

»•

h.

L 1

• litmlnhPar nMang-}

3
Petnbiiumn

a.

b

c.

d.

e.

R-

Jumlah Per Bidani 3

4
Pemberdayaon
Maxyarakat

a.

b.

c.

d

Jumlah Per Bidana ■)

S

Penanggulangan
Bencana.

Keadaan Darurai
dan Uendesak

a.

b
c.

d.
Jumlah Per Bidang S

JUMLAH TOTAL

Mengeiahui:
Pecinggi.

TanggBl,
Diausun oleb;

Tim {>enyustm RPJU Dcu

Juduiy^iom Dftai Denran
a Noinor Qtdana
b Bidoiuc
e Penomoran KeRiaian
d Nania PrDarani ! Kesiatan
e SDGs Desa ke

{
DaiaEkcieUng ipada tahun beijalan) urkakSDOi Desayangdttaaar
oleh program kegUtan

S Target capaian ak'nir tahun RKP Deaa
h Lokaai kegiatan RT - R\V . Duxun
t Jumlah Output & Sattian

Jumlah dan pihak penerinia man^t
k Tanceal ' bulan nrakiraan celakaanaan

1 Jumlah biava
m Sumber biaya iPADei/OD 'ADD/BHPO-RD/BKPmT/BKKab/lain-Ialn
Q Swakelola ' keriatama aniar desa .' kenacarre nihak beriaa
0 Rencana oelaksnnaan kesiatan

BUPATUEPARA,

DIAN KRISTIANDI
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JULI 2021

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASJ TENT.ANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBAGUNAN DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

No Bidang
Nama Program /

Kegiatan

Jumlah Dana Indikatif |Rd.I

PADes
Dana Desa

(APBN)

Alokasi Dana Desa

(Be^ian Dana
Perimbangan

Kab/Kota)

Dana Bagian dari

Hasit Pajak dan

Retribosi

Bantuan Keuang^
Sumber

Keuangan

LainnyaYang

Sah dan Tidak

Men^kat

APBD

Provinsi

APBD

Kabupaten /
Kota

a b e d e / 0 ft J

1 Pemerintahan Desa

2 Pembangunan Desa

3 Pembinaan Kemasyarakatan

4 Pemberdayaan Masyarakat

5

Penan^ulangan Bencana.
Keadaan Darurat dan

Mendesak Desa

Mengetahui,

Petinggj
Desa

Ketua Tim Penvusun RPJM Desa

Judul Kobm Diisi Dengan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Nama Program / Kegiatan

d Jumlah biava program yang didanai dari PADes IRpl

e Jumlah biaya pro^ara yang didanai dari DD |Rpi
f Jumlah biaya prograjii yang didanai dari ADD iRp|

B Jumlah biaya program yang didanai dari BHPD-RD (Rp)

h Jumlah biaya program yang didanai dari BKKProv |Rp|

i Jumlah biaya program yang didanai dari BKKab |Rp)

j Jumlah biaya program yang didanai dari lain-lain iRp|

BUPATI JEPARA,

DIAM KRISTIANDI



- 56 -

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TANGGAL;21 JULI 2021

A. FORMAT DAFTAR PRIOROTAS USULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

A, FORMAT DAFTAR PRIOROTAS USULAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANX-UNAN DESA UNTUK SATU TAHUN .ANGGARAN BERIKUTN\"A

DESA

KECAMAT.AN

KABUPATEN

FROVINSl

DAFTAR PRIORiTAS USULAN RENXANA PROGRAM/KEGIATAN PEMB.ANGUNAN DESA U.NTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKllN^'A

TAHUN

No

Bidang / Jenis Kegiacan
Mendukung

SDGs Desa Ke-

Data Eksisiing

Tahun Betjalan

Lokasi

IRT/RW;

Dusun)

Prakiraan

Volume &

Satuan

Penerima Manfaat
Prakiraan Bia>% dan Sumber

Pembiayaan

Bidang / Jenis
Kegietan

Urutan

Prioriias

Nama ftogram

/ Kegiatan
Laki-Laki Perempuan RTM Jumlah (Rp) Sumber

a b c. d e f g h i i k / m

1
Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

I

2

3

4

Jumlah Per Bidang 1

2 Pembangunan Desa

1

2

3

4

Jumlah Per Bidang 2

3
Pembinaan

Kema^arakatan

1

2

3

4

Jumlah Per Bidang 3

4
Pemberdayaan
Masyarakat

1

2

3

4

Jumlah Per Bidang 4

5

Penanggulangan

Bencana. Keedaan

Darurat dan

Mendesak Desa

2

3

4

Jumlah Per Bidang 5

JUMLAH TOTAL

Mengetahui;
Petinggi.

Tangga!,

Dtsusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIA
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B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN

SDGs DESA

B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

SDGs Ke- No
Usulan

Kegiatan
Pengusul

Lokasi

Kegiatan

Prakiraan

Volume 86

Saruan

Penerima Manfaat

LK PR RTM

a b c d e / 9 h i

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

ke-n

1

2

3

4

18

1

2

3

4

Mengecahui,

Petinggi
Desa tanggal

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Judul Kolom Diisi Dengan
a SDGs Ke-

b Nomor Kegiatan

c Nama usulan kegiatan

d
Pengusul iPerwakilan / kelompok
masyarakat / lembaga/ indindu / dll

e Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun

f Jumlah output dan saruan

g JumJah penerima manfaat laki-laki

h Jumlah penerima manfaat perempuan

i Jumlah penerima manfaat RTM

BUPAJI JEPARA,

DIA^ KRISTIA^DI



- 58-

C. FORMAT DAFTAR KERJASAMA ANTAR DESA

C. FORNUT DAFT.AiR KERJASAMA ANTAR DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA

TAHUN

No

Bidang / Jenis Kegiatan
Mendukung
SDGs Desa Ke

Lokasi

Prakiraan

Volume 8s

Satuan

Penerima

Manfaat

Prakiraan Bi^a yang

Ditang£;ung Desa

Prakiraan Biaya Yang

Ditanggung Desa Lain

Bidang
Naraa Program

/ Kegiatan

Jumlah

(RPI
Sumber Jumlah (Rp)

Nama Desa

Lain

a b c. d e f 9 h j k 1

1
Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2

3

4

Jumlah Per Bidang 1

2 Pembangunan Desa
2

3

4

Jumlah Per Bidang 2

3
Pembinaan

Kema^arakatan

2

3

4

Jximlah Per Bidang 3

4
Pemberdayaan

Masyarakat

1

2

3

4

Jumlah Per Bidang 4

5

Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Darurat dan

Mendesak Desa

2

3

4

Jumlah Per Bidang 5

JUMLAH TOTAL

Mengetahui:

Peiinggi,
Tanggal,

Disusun oleh;

Tim Penyustin RPJM Desa

Judul Kolom Diisi Dengan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Urutan prioritas program

d Nama program / kegiatan

e SDGs Desa Ke-

f Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun

g Jumlah output dan satitan

h Jumlah dan pihak penerima manfaat

i Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)

j Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProt

k Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)
Nama Desa lain

BUPATI JEPARA,

"V-f KRISTIANDlDiAr
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D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

TAHUN

No

Bidang / Jenis Kegiatan
Mendukung

SDGs Desa Ke
Lokasi

Prakiraan

Volume &

Satuan

Penerima

Manfaat

Prakiraan Biaya yang

Ditanggung Desa

Prakiraan Biaya Yang

Ditanggung Pihak
Ketiga

Bidang
Nama Program

/ Kegiatan
Jumlah (Rpl Sumber

Jumlah

(Rp)

Nama Pihak

Ketiga

a b c. d e / 9 h 2 j k ?

1
Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1

2

3

4

Jumlah Per Bidang 1

2 Pembangunan Desa

I

2

3

4

Jumlah Per Bidang 2

3
Pembinaan

Kemst^arakatan

1

2

3

4

Jumlah Per Bidang 3

4
Peraberdayaan

Masyarakat

2

3

4

Jumlah Per Bidang 4

5

Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Darurat dan

Mendesak Desa

2

3

4

Jumlah Per Bidang 5

JUMLAH TOTAL

Mengetahui:

Petinggi,

, Tanggal,
Disusun oleh:

Tim Pensaisun RPJM Desa

Judul Kolom Diisi Dengan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Urutan orioritas program

d Nama program / kegiatan

e SDGs Desa Ke-

f Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun

R Jumlah output dan satuan

h Jumlah dan pihak penerima manfaat

Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa |Rp|

Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv,

k Jtimlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga |Rp)

Nama pihak ketiga

BUPATI JEPARA,

DIAH KRIST™DI
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JULI 2021

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

■05?MAT LAPORiW PERKEUEViGAK PEUKiVNAAK KEGIATAN PEURANGLTtAK DES.A

LAPORAN reRKEWEAKG-AN PELAKSAK.A KEGLATAN PBiBANGUK.AN DESA
Buian: Tahun:

DESA
KECAMATAN

KABUPATEH
reOATNS!

No Sdais '■[■■nkyppiatim

1 nlrmi
Volume (k „Saruao j

RealisfliBperfrfmBManfMt i RenfaraWalmi Preeress Kefdaan

Bidang SubSdang Kama Program / K^tan ■ limlrih Lk Pr

1

RTM < JumlahKari T^bluki ~»ikS S^Rp.

a b e d ( / a  ! h 1 Ir m n 0 P

1 Pemenniahan Desa

d

2 Pembangunan Desa

a

b

c 1

d ;

3 Pembisaan Kemasfa/akatan

[
b

c

d

4 Pemberdajaan Masyaraloit

a

b
c

d

S
Pe&ar^gukogan Beocana,

Keadaan Daniru dan
MeodesakDesa

a

c

d 1

Ueigetahui.
Petingsi

Desa.

Pelaksuu Kegi&lan

Judul Kalon DiisiDennn
NomorffidaflK
Rifl»fip

c Nomor
d SubBtdaog

Kama program / tegiaon
f Ukasi ix0aan RT/Rff. Dusun
R Jumkh output & sanan
h ■hmiliih hiaya jang rftohuirlnni

Juffllahdana
Jumlah orang peoanfeai laki-lald

k Jumlah oians pemau&ai oeiemmian
Jumlah crana peman&at dari anntota Rumah Tanm Miskin

m Petkiiaati iumlah had pelaksacaan
0 Ferkitsaa tannal mulai nelalnttcuun

Progress perbpintiangin pnwam tepataa Rsflt (Si
■Itimliih W«yiyBngi<3r»htaTln»n htnggi mii ini

BUPATI JEPARA,

DIAN KRIS


